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INTISARI

Latar belakang penelitian ini adalah keberadaan Tanah Ulayat diakui
keberadaannya oleh UUPA, terutama pasal 3 dan 5. Penguasaan dan pemilikan tanah
di Sumatera Barat dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu; tanah yang dikuasai
dengan hak ulayat, tanah hak perorangan atau badan hukum, dan Tanah Negara. Dan
tiga golongan penguasaan tersebut ± 80 %adalah adalah Tanah Ulayat. Salah satu
jenis tanah ulayat tersebut adalah Tanah Ulayat Nagari. Keberadaan Tanah Ulayat
Nagari di Kabupaten Pasaman, dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit dengan
pemberian HGU, melalui proses pelepasan Tanah Ulayat. Karena HGU hanya
diberikan diatas tanah Negara sesuai pasal 28 UUPA. Pelepasan Tanah Ulayat Nagari
untuk kepentingan pembangunan perkebunan tidaklah mudah, melainkan hampir
selalu melalui proses dan rentang waktu yang relatif lama, sampai pihak bersangkutan
mencapai kesepakatan.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian survei, yang digunakan untuk
maksud deskriptif. Dari 49 Nagari di Kabupaten Pasaman, pekebunan kelapa sawit
terdapat di 13 Nagari. Dua Nagari dijadikan sebagai sampel yaitu Sungai Aur dan Parit
dengan pertimbangan dapat mewakili karakteristik keadaan perkebunan Kelapa sawit
di Kabupaten Pasaman. Tujuh orang kepala adat dan enam perusahaan perkebunan
kelapa sawit diambil untuk diajdikan sebagai responden.

Hak Guna Usaha yang telah diberikan untuk perkebunan kelapa sawit adalah
seluas 23.570 Ha. Dari luas tersebut sebagian besar berasal dari Tanah Ulayat Nagari
yaitu seluas 16.528 (70,12%), yang berasal dari Tanah Negara 3.880 Ha (16,46%),
dan yang berasal dari Tanah dalam Kawasan Hutan seluas 3.162 Ha (13,42%).

Proses pelepasan Tanah Ulayat Nagari dalam pemberian Hak Guna Usaha
untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman berdasarkan kesepakatan
bersama, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Penyerahan Tanah
Ulayat Nagari oleh Pemilik, Penguasa Tanah Ulayat Nagari sebagai pihak pertama,
kepada Bupati Pasaman mewakili pemerintah RI c.q. Gubernur Sumatera Barat
sebagai pihak kedua, sekaligus mewakili perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dari
kesepakatan tersebut investor yang akan membuka perkebunan kelapa sawit, harus
melaksanakan kewajiban yang adadalam adat menurut adat diisi limbago dituang atau
siliahjariah yang oleh pemerintah disamakan dengan ganti rugi, dan urang mandapek
awak indak kailangan, atau untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Nagari yaitu
pembangunan plasma, tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Rata-rata
waktu yang ditempuh oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sampai keluarnya SK
Pemberian Hak Guna Usaha adalah 7,25 tahun sejak pelepasan. Kendala yang
dihadapi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah: sengketa batas Tanah
Ulayat Nagari dan adanya penguasaan tanah yang diusahakan untuk kebun atau ladang
oleh penduduk Nagari dalam lahanyang diserahkan.

Kepala Adat/Pemilik Tanah Ulayat Nagari berpendapat bahwa Tanah Ulayat
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Barat yang dtkenal dengan nama Minangkabau masih

menganut hukum adat yang kuat. Hukum adat tersebut hidup dan dipatuhi oleh

masyarakat serta lembaga-lembaga adat yang ada. Hukum adat yang dipatuhi

tersebut salah satunya adalah hukum adat tentang tanah.

Keberadaan hukum adat tentang tanah di Sumatera Barat, harus tetap tunduk

kepada hukum tanah nasional, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrana atau disebut Undang-Undang

Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan penjabaran pasal 33 Undang-Undang

Dasar 1945. UUPA memberikan kewenangan pada Negara dalam bidang agrana.

Kewenangan tersebut dijabarkan dalam pasal 2 ayat 2, yang menyebutkan bahwa

hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk:

a. mcugaiu. dan meuyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dengan bumi, air dan ruang angkasa;



Kewenangan mengatur, menentukan, dan menyelenggarakan berbagai

kegiatan dalam pasal 2 tersebut, sebagai hubungan hukum yang bersitat publik

semata-mata (Harsono, 1997: 219).

Disamping hak menguasai dan negara, dalam pasal 3UUPA juga disebutkan

mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya

masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan

negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan

dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Penguasaan dan pemilikan tanah di Sumatera Barat dapat dibagi menjadi tiga

golongan, yaitu tanah yang dikuasai dengan hak ulayat, tanah hak yang merupakan

tanah perorangan atau badan hukum, serta tanah yang dikuasai langsung oleh

Negara atau tanah Negara. Dan tiga golongan penguasaan tersebut ± 80 %dan

seluruh luas wilayah Sumatera Barat adalah Tanah Ulayat. Tanah ulayat bagi

masyarakat merupakan unsur pengikat bagi masyarakat untuk tinggal disuatu

wilayah, dan merupakan faktor penentu asli atau tidaknya seseorang berasal dan

suatu daerah. Pendayagunaan tanah ulayat adalah untuk kepentingan warga

masyarakat hukum adat tersebut dan untuk kepentingan pemeliharaan hubungan

dengan masyarakat yang berasal dari luar masyarakat hukum adat. (Hermayulis,

2000).

Tanah-tanah di Indonesia menurut UUPA, pada hakekatnya ada dua bentuk

_*_*.- i,„i_„, ,,„;+„ ta^av, n(.mra hfhffi vanp belum dibebani suatu hak atas tanah,



proses pengadaan atau proses penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan

lainnya. Untuk tanah negara bebas tidak terlalu banyak masalah bilamana akan

diperuntukkan bagi suatu pembangunan, namun bagi tanah yang dibebani suatu hak

atas tanah, biasanya akan timbul macam-macam persoalan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pembangunan. Masalah ini timbul terutama pada proses

pelepasan hak atas tanahnya, yaitu proses negosiasi antara pihak pemegang hak atas

tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah. Apabila areal tanah yang dibutuhkan

relatif luas, kemungkinan timbulnya masalah dalam rangka pelepasan hak atas

tanah, makin besar (Sujono, 2000;1).

Dalam hukum tanah masyarakat adat Minangkabau, pemilikan atas tanah

didasarkan kepada penguasaan dan pemilikan bersama (komunal). Kepemilikan ini

berdasarkan tingkat kesatuan dalam masyarakat adat, menurut wilayah teritorial dan

genealogis. Penguasaan bukan hanya terbatas kepada pemilikan bersama saja, tetapi

penguasaan dan pemilikannya dapat diberikan kepada perorangan anggota adat

untuk diusahakan dan dimiliki. ,_>: .--

Secara umum dikenal tiga jenis tanah ulayat di Sumatera Barat, yaitu tanah

ulayat kaum, tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari. Status Tanah Ulayat Nagan

ini didalam hukum adat adalah untuk menentukan luas dan jumlah suku yang

tergabung pada Nagari tersebut. Yang dapat memanfaatkan Tanah Ulayat Nagari ini

hanya anggota Nagan tersebut, untuk pihak luar harus mendapat izin dari Kepala

a An*iTa*„„ A/iof HaiQi-n Wstrnri tersphiit Henaan melaksanakan suatu kewajiban.



pertumbuhan ekonomi dan pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh

pemerintah maupun swasta, mengakibatkan kcbutuhan terhadap tanah sebagai

tcmpat usaha soaakin mcnmgkat dan sulit untuk disediakan. Salah satu investasi

tersebut adalah disektor pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit yang mernbutuhkan

lahan luas. Kondisi topografi yang berbukit karena bukit bansan, mengakibatkan

hanya sebagian daerah yang datar dapat diusahakan untuk perkebunan kelapa sawit.

Sesuai dengan UUPA, pemberian hak oleh Negara terhadap usaha dalam

bidang pertanian dilaksanakan dalam bentuk pemberian Hak Guna Usaha (HGU)

diatas tanah yang berasal dari tanah Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal

28 UUPA yang menyatakan bahwa HGU diberikan diatas Tanah Negara.. Dewasa

in;, jumlah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara semakin lama semakm sulit

disediakan, sedang disisi lain permintaan terhadap tanah-tanah untuk keperluan

~mbancunan "erkebunan terus memngkat. Oleh sebab ltu, penyediaan tanah untuk

perkebunan kelapa sawit disamping berasal dari tanah Negara, dapat dilaksanakan

puia diatas tanah ulayat maupun tanah hak. Sebagaimana dinyatakan oleh AP.

>arlindungan(i991; 58), sebagai berikut:

Contoh yang jeias di Sumatera Barat, pembangunan yang memerlukan tanah,
dapat berjalan dengan sempurna sekali karena rakyat insyaf dan memberikan
partisipasinya dengan menyerahkan bagian-bagian dari hak ulayat kepada
usaha pembangunan tersebut, tanpa sesuatu ganti rugi.

inrMWiiPelepasan tanah ulayat dalam rangka pemberian Hak Guna Usaha, h:

terjadi diseluruh wilayah Sumatera Barat yang masih memiliki hukum adat tentang



Pemanfaatan tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat masih mewarnai
upaya menunjang gerak laju pembangunan di Sumatera Barat. Setelah untuk
keperluan transmigrasi, akhir-akhir ini pemberian izin lokasi berskala besar
untuk keperluan pembangunan sektor perkebunan, semuanya menggunakan
hutan Tanah Ulayat Nagari. Dalam pada itu, untuk keperluan pembangunan
dengan kebutuhan tanah yang relatif kecil, juga berhadapan dengan
pemegang hak ulayat suku/kaum, bahkan dengan perseorangan yang
menguasai tanah itu secara adat.

Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Pasaman yang terletak didaerah

datar pada pesisir barat pulau Sumatera. Sebagai Kabupaten yang terluas di Provinsi

Sumatera Barat, dan sebagai salah satu bagian wilayah Minangkabau, penguasaan

tanahnya sebagian besar adalah tanah ulayat, dengan penerapan hukum adatnya.

Sebagian tanah ulayat tersebut telah dilepaskan haknya untuk kepentingan

pembangunan, yaitu dalam rangka pemberian Hak Guna Usaha terhadap perusahaan

perkebunan.

Pertumbuhan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Pasaman berjalan

dengan cepat. Sektor pertanian menjadi penyumbang devisa yang terbesar. Terdapat

dua puluh satu investor besar perkebunan kelapa sawit, dengan status penguasaan

tanah berupa Hak Guna Usaha yang berasal dan pelepasan tanah ulayat (Kompas, 8

Mei 2000; 8).

Namun hal ini tidak luput dari permasalahan. Permasalahan tersebut timbul

diantara masyarakat, masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit,

masyarakat dengan pemerintah, dan perusahaan perkebunan dengan pemerintah.

Penyerahan tanah ulayat bagi keperluan pembangunan perkebunan kepada swasta,
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kepada pengusaha swasta/investor, dimana tanah ulayat yang diserahkan tidak

mungkin kembali lagi menjadi ulayat masyarakat hukum yang bersangkutan.

Sementara itu, pihak investor yang telah mendapatkan izin untuk membuka

perkebunan kelapa sawit, menganggap Tanah Ulayat Nagari yang telah

dicadangkan/ditunjuk oleh pemerintah sebagai lokasi usahanya harus menjadi

penguasaan mereka. Sedangkan dalam ketentuan adat yang ada harus terlebih dahulu

mematuhi serta memenuhi ketentuan yang berlaku, jika akan memanfaatkan tanah

ulayat masyarakat adat tersebut.

Pelepasan Tanah Ulayat Nagari untuk kepentingan pembangunan

perkebunan tidaklah mudah, melainkan hampir selalu melalui proses dan rentang

waktu yang relatif lama, sampai musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah,

dengan masyarakat hukum pemegang hak ulayat yang bersangkutan mencapai

kesepakatan.

Bupati Kabupaten Pasaman Baharuddin, sebagaimana dikutip oleh Buletin

BPN (2000: 9), menyatakan bahwa:

Tanah ulayat yang semula cukup kaya dengan berbagai hasil, kemudian
dilirik oleh investor, maka terjadi penyerahan tanah dalam bentuk siliah
jariah. Berdasarkan perbuatan tersebut dianggap telah terjadi jual beli tanah.
Akibatnya masyarakat kehilangan hak atas tanahnya. Investor dalam bidang
perkebunan semula memakai pola plasma, tetapi kenyataannya pola tersebut
tidak dinikmati oleh masyarakat setempat.

Terjadinya masalah dalam penanganan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat,

tidak teriepas dan penghayatan yang kurang tepat terhadap pengertian hakiki dari



melepaskan tanah ulayat. Terhadap adanya perbedaan penghayatan tentang hukum

adat dan tanah ulayat, maka Salindeho (1987; 269) mengut.p dari Vollenhoven dan

Han, menyatakan bahwa: Hal ini, keragu-raguan akan hukum, bukanlah disebabkan

karena hukum adatnya, tetapi karena sipelaksana hukum sendin kurang

pengetahuannya tentang hukum adat ini.

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertank untuk

mengadakan penelitian yang berjudul: Studi Tentang Pelepasan Tanah Ulayat

Nagari dalam Pemberian Hak Guna Usaha untuk Perkebunan Kelapa Sawit di

Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan UUPA, maka di Sumatera Barat dapat dibedakan tiga jenis

status hukum hak atas tanah, yaitu Tanah Negara, Tanah Hak, dan Tanah Ulayat.

Salah satu jenis tanah ulayat tersebut adalah Tanah Ulayat Nagari yang dikuasai

secara bersama oleh masyarakat hukum adat dalam nagari.

Dengan masuknya investasi dibidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten

Pasaman Provinsi Sumatera Barat, mengakibatkan Tanah Ulayat Nagari menjadi

lahan yang dipilih. Pemilikan dan penguasaan tanah untuk perkebunan dilaksanakan

dengan pemberian Hak Guna Usaha. Pemanfaatan tanah ulayat baru dapat

dilaksanakan setelah diadakan pelepasan hak atas tanah ulayat itu. Karena Hak Guna

Usaha hanya dapat diberikan diatas tanah Negara. Proses pelepasan tersebut
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Pelepasan tanah ulayat dirasakan oleh masyarakat adat akan dapat

memutuskan hubungan hukum antara masyarakat pemegang ulayat dengan

tanahnya, terutama setelah pemberian HGU kepada pengusaha swasta/mvestor,

dimana tanah ulayat yang diserahkan tidak mungkin kembali lagi menjadi ulayat

masyarakat hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis merumuskan permasalahan

sebagai benkut:

1. Bagaimana besarnya tingkatan pemberian Hak Guna Usaha untuk perkebunan

kelapa sawit berdasarkan asal status tanah, di Kabupaten Pasaman Provinsi

Sumatera Barat?

2. Bagaimana proses pelepasan Tanah Ulayat Nagari dalam pemberian Hak Guna

Usaha untuk perkebunan kelapa sawit, di Kabupaten Pasaman Provinsi

Sumatera Barat?

3. Bagaimana pendapat Kepala Adat tentang pelepasan Tanah Ulayat Nagari untuk

perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui besarnya tingkatan pemberian Hak Guna Usaha untuk

__-i_i i,„i„„o ™,.,it KprHccartan asal status tanah. di Kabupaten Pasaman
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b. Untuk mengetahui proses pelepasan Tanah Ulayat Nagari dalam pemberian Hak

Guna Usaha untuk perkebunan kelapa sawit, di Kabupaten Pasaman Provinsi

Sumatera Barat.

c. Untuk mengetahui pendapat Kepala Adat tentang pelepasan Tanah Ulayat

Nagari bagi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang pemanfaatan tanah ulayat

di Kabupaten Pasaman, sehingga diharapkan dapat memberikan masukan dan

dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan dibidang

pertanahan, yang berhubungan dengan upaya pemanfaatan tanah ulayat.

b. Merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya

dibidang pertanahan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah ulayat.

c. Dapat menambah wawasan dan literatur bagi mahasiswa Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional tentang tanah ulayat.

D. Sistematika Penulisan

Uraian dan bahasan dari penulisan ini dituangkan dalam enam bab yang

terkait satu dengan yang lainnya secara logis.

^_ • • « 111 1__ " * A -t_„~ 1 ,.*.,— U^lntrnM/T *-V» r» c<r% 1 O V\



10

Bab II berisi tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, anggapan dasar dan

batasan masalah. Tinjauan pustaka berisi uraian yang mengutamakan hasil kegiatan

atas teori, konsep, kebijaksanaannya dan hasil penelitian terdahulu yang ada

hubungannya dengan tujuan penelitian. Kerangka pemikiran berisi uraian tentang

alur pikir penyusun yang dijadikan dasar penyusunan anggapan dasar secara serta

alternatif pemecahan masalah. Batasan masalah berisi keterangan yang menjadi

fokus penelitian.

Bab III merupakan uraian tentang metode penelitian yang terdin dari

pendekatan penelitian, daerah penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data,

populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

Bab IV berisi uraian tentang gambaran umum daerah penelitian yang

mehputi keadaan fisik daerah dan keadaan penduduk, sehingga dapat memberikan

gambaran mengenai obyek penelitian dan masalah yang relefan dengan

permasalahan dan analisis penelitian.

Bab V berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang

menggambarkan fakta obyektif hasil temuan lapangan yang berkenaan dengan

ution P^n^iiiin Hats HiiVnti Hpncian analisis data berdasarkan kerangka+^niint-» r\av\£*
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Bab VI berisi tentang kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan dirumuskan

atas dasar hasil analisis pada Bab Vdengan tetap merajuk pada bab-bab sebelumnya,

khususnya pada kerangka pemikiran dan anggapan dasar.

J*



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan, penyusun dapat

menarik suatu kesimpulan sebagai berikut;

1. Hak Guna Usaha yang telah diberikan untuk perkebunan kelapa sawit adalah

seluas 23.570 Ha. Dari luas tersebut sebagian besar berasal dari Tanah Ulayat

Nagari yaitu seluas 16.528 (70,12%), yang berasal dari Tanah Negara 3.880 Ha

(16,46%), dan yang berasal dari Tanah dalam Kawasan Hutan seluas 3.162 Ha

(13,42%).

2. Proses pelepasan Tanah Ulayat Nagari dalam pemberian Hak Guna Usaha untuk

perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman berdasarkan kesepakatan

bersama, yang dituangkan dalam Surat Pemyataan Kesepakatan Penyerahan

Tanah Ulayat Nagari oleh Pemilik, Penguasa Tanah Ulayat Nagari sebagai pihak

pertama, kepada Bupati Pasaman mewakili pemerintah RI c.q. Gubemur

Sumatera Barat sebagai pihak kedua, sekaligus mewakili pemsahaan perkebunan

kelapa sawit. Dari kesepakatan tersebut investor yang akan membuka

perkebunan kelapa sawit, hams melaksanakan kewajiban yang ada dalam adat

menumt adat diisi limbago dituang atau siliah jariah yang oleh pemerintah

a: v™ Aannor> oanti mai Han urnnv mandapek awak indak kailangan, atau
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oleh pemsahaan perkebunan kelapa sawit sampai keluarnya SK Pemberian Hak

Guna Usaha adalah 7,25 tahun sejak pelepasan. Kendala yang dihadapi oleh

pemsahaan perkebunan kelapa sawit adalah: sengketa batas Tanah Ulayat Nagan

dan adanya penguasaan tanah yang diusahakan untuk kebun atau ladang oleh

penduduk Nagari dalam lahan yang diserahkan.

3. Kepala Adat/Pemilik Tanah Ulayat Nagari berpendapat bahwa Tanah Ulayat

Nagari yang telah diserahkan untuk perkebunan kelapa sawit, masih merupakan

Tanah Ulayat Nagari dan apabila HGU berakhir kembali menjadi Tanah Ulayat

Nagari. Untuk masa yang akan datang pemilik Tanah Ulayat Nagari tidak

bersedia menyerahkan tanah ulayatnya, karena pelepasan yang dilaksanakan

dianggap tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagan.

B. Saran

Berdasarkan fakta-fakta yang dijumpai dilapangan dan bertolak dan hasil

analisis dan pembahasan tersebut diatas, maka penyusun dapat memberikan saran

sebagai berikut;

1. Untuk menghindari dampak negatif akibat penyerahan Tanah Ulayat Nagari

pada masa yang akan datang, hendaknya diperlukan pengaturan yang lebih luas

tentang Tanah Ulayat, tujuannya adalah memberikan kesejahteraan bagi

masyarakat Nagari setempat, serta untuk kepentingan Nasional. Sehingga Tanah

t rw,o+ \saoaTi vano telah diserahkan tidak diambil kembali secara paksa, oleh



2. Untuk menghindari sengketa batas tanah ulayat serta lebih menunjang

pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari perlu dilakukan pengukuran, penetapan batas,

pemetaan, dan pendataan Tanah Ulayat Nagari oleh Pemerintah bersama dengan

Pemilik Tanah Ulayat Nagari, sehingga dapat memberikan jaminan penguasaan

kepada pemilik Tanah Ulayat Nagan, serta memberikan informasi yang akurat

kepada pihak yang berkepentingan.

3. Untuk tidak menutup diri dari investor, diperlukan penyusunan peraturan daerah

tentang pelepasan Tanah Ulayat Nagari, temtama tentang format perjanjian

antara pengusaha dengan masyarakat hukum adat beserta pembagian hasilnya.

Karena perjanjian selama ini cendemng minimbulkan penafsiran yang berbeda.

4. Periunya dipertimbangkan revisi pengertian Hak Guna Usaha baik yang

tercantum dalam UUPA, mapun PP No. 40 Tahun 1996, sehingga Hak Guna

Usaha tidak hanya diberikan diatas tanah negara. Karena pelepasan Tanah

Ulayat menjadi Tanah Negara cendemng menimbulkan permasalahan dan

konflik yang sulit untuk diselesaikan.
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